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  BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

pengelolaan aset tetap tanah dari aspek pemanfaatan dan pengamanan serta 

faktor penyebab pengelolaan aset tetap tanah pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malaka masih belum maksimal, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan aset tetap tanah dari aspek pemanfaatan: 

a. Bentuk pemanfaatan aset tetap tanah yang dilaksanakan pada 

Pemerintah Malaka saat ini adalah bentuk pemanfaatan berupa 

sewa. Proses dan tujuan pemanfaatan aset tetap sudah dlakukan 

sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. 

b. Berkaitan dengan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain secara 

tidak sah atau tanpa dokumen perjanjian, dalam pengadaan dan 

pencatatan KIB, tanah tersebut memiliki bukti atas nama 

pemerintah, namun  karena kurangnya pengawasan terhadap aset 

yang dimiliki sehingga aset tersebut dimanfaatakan oleh pihak lain 

secara tidak sah tanpa dokumen perjanjian. Sehingga hal tersebut 

dapat merugikan pihak pemerintah dalam memanfaatkan aset 

secara optimal untuk menunjang kegiatan operasional 

pemerintahan. 
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2. Pengelolaan aset tetap tanah dari aspek pengamanan: 

a. Proses dan tujuan pengamanan aset tetap tanah pada Pemerintah 

Kabupaten Malaka sudah sesuai dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

barang milik negara/daerah, yang terdapat pada pengamanan aset 

tetap, yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan 

pengamanan hukum. 

b. Pengamanan hukum berupa sertifikat dilakukan secara bertahap 

karena terkendala biaya sehingga pensertifikatan harus dilakukan 

secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan dan pengamanan aset 

tetap tanah masih belum maksimal adalah: 

a. Kurangnya biaya, sehingga pemerintah hanya bisa melakukan 

pengamanan berupa sertifikat terhadap aset tanah yang dimiliki 

secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan. 

b. Pengalihan aset, yang merupakan hibah dari Kabupaten Belu, 

dimana pada saat masih menjadi aset Pemerintah Belu, 

pencatatan aset yang dilakukan tidak sesuai dengan keberadaan 

aset di lapangan dan juga aset tanah yang belum dilakukan 

pengamanan hukum berupa sertifikat.   



81 

 

c. Kurangnya pengawasan dan pengecekan secara langsung di 

lapangan terhadap barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malaka khususnya tanah yang merupakan hasil hibah 

dari Kabupaten Belu sehingga berakibat pada kesalahan 

pencatatan pada kartu inventaris barang, hilangnya aset daerah 

dan juga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap 

pengeloaan aset daerah khususnya dari aspek pemanfaatan. 

d. Sumber daya manusia yang kurang kompeten, yaitu karena 

kelalaian bendahara barang yang tidak fokus dalam pengelolaan 

aset, kurangnya pemahaman terhadap teknologi seperti 

komputer, dan kurangnya perhatian dari pimpinan.  

6.2 Saran   

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, adapun saran atau masukan yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Pemerintah Malaka perlu mengoptmalisasikan anggaran untuk 

pengamanan hukum dengan mempertimbangkan untuk 

mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk proses 

pensertifikatan aset. Karena dengan mempercepat pengamanan 

hukum, risiko hilangnya aset dan potensi penyimpangan dapat 

diminimalisir. 

2. Melakukan peningkatan pencatatan dan pengelolaan aset dengan 

melakukan audit menyeluruh terhadap aset-aset yang dialihkan dari 
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Kabupaten Belu, dan memastikan pencatatan sesuai dengan keadaan 

lapangan, serta melakukan pengamanan hukum berupa sertifikat 

sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Pemerintah Malaka supaya memperkuat sistem pengawasan dan 

pengecekan langsung terhadap aset tanah, melakukan perbaikan dan 

pembaruan terhadap pencatatan aset pada kartu inventaris barang 

agar pada saat pemeriksaan, aset yang ada pada kartu inventaris 

barang sesuai dengan keadaan di lapangan dan melakukan evaluasi 

rutin terhadap pengguna aset. 

4. Meningkatkan perhatian dan dukungan dari pimpinan terhadap tim 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset, melakukan pelatihan 

kepada staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap dan 

meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengawasan, 

pencatatan yang akurat, dan kebijakan pengelolaan aset daerah, serta 

menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memahami 

manajamen aset dengan baik dan benar.  
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